Judul Produk Pelayanan	: Permohonan pembebasan dari kewajiban pembayaran BM, PPN atau PPN dan PPnBM, sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi atas PPN dalam hal	terjadi   keadaan   tertentu   (kondisi   kahar   atau   kondisi   lain   yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat mempertanggungjawabkan Barang dan Bahan)
Nomor KEP			: KEP-117/BC/2025
Nomor Produk			: 013

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
Pelayanan
	1.  Perusahaan  KITE  Pembebasan  mengajukan  permohonan
kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU,
2.  Permohonan tersebut harus disertakan lampiran berupa:
a.  Bukti  keadaan   tertentu  meliputi   kondisi  kahar   (force majeure) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
b.  Pernyataan jenis, jumlah dan uraian barang yang musnah atau hilang berdasarkan pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan.

	2.
	Sistem,
Mekanisme dan Prosedur
	1.  Perusahaan  KITE  Pembebasan  mengajukan  permohonan
pembebasan dari kewajiban dalam keadaan tertentu kepada
Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU;
2. Petugas  pada  loket  penerimaan  dokumen  meneliti kelengkapan dan kesesuaian berkas:
a. Dalam   hal   tidak   sesuai,   menerbitkan   surat pengembalian permohonan disertai dengan alasan;
b.  Dalam hal sesuai, menerima berkas dan menerbitkan tanda terima permohonan, kemudian mendistribusikan berkas permohonan.
3.  Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap:
.surat keterangan bukti keadaan tertentu dari instansi yang berwenang;
a.  bukti yang mendukung bahwa barang musnah atau hilang;
b.  periode KITE Pembebasan atas barang yang musnah atau hilang; dan
c.  dalam hal diperlukan, Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan		pemeriksaan    fisik,    meminta    untuk dilakukan	audit   kepabeanan   dan/atau   meminta pertimbangan pihak ketiga yang berkompeten untuk membuktikan Barang dan Bahan telah musnah atau hilang.
4.  Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan;
5.  Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri melakukan:
.	Menerbitkan    surat    keputusan    pembebasan    dari kewajiban yang meliputi:
1.  Bea Masuk serta PPN atau PPN dan PPnBM;
2.  Bea Masuk Tambahan dalam hal Barang dan Bahan yang diimpor atau dimasukkan dikenakan Bea Masuk Tambahan;
3. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan		peraturan    perundang-undangan    yang mengatur	tentang   pengenaan   sanksi   administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
4.  sanksi  administrasi  atas PPN atau PPN dan PPnBM sesuai	dengan    ketentuan    peraturan    perundang- undangan di bidang perpajakan;

	
	
	a.  Melakukan penyesuaian saldo Barang dan Bahan pada
SKP  berdasarkan  surat Keputusan pembebasan  dari kewajiban; dan
b. Kantor   BC   tempat   mempertaruhkan   jaminan, mengembalikan jaminan sebesar kewajiban yang telah dibebaskan.

	3.
	Jangka
Waktu
Penyelesaian
	5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

	4.
	Biaya/tarif
	Tidak dipungut biaya

	5.
	Produk
Pelayanan
	1.  Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban dalam hal
permohonan disetujui, atau
2.  Surat  Penolakan  disertai  dengan  alasan  dalam  hal permohonan ditolak.

	6.
	Penanganan
Pengaduan, Saran,     dan Masukan
	1.  Pengaduan,  Saran,  dan  Masukan  dapat  disampaikan
secara online melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke e-mail  pengaduan.beacukai@customs.go.id
2.  Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230
3. Menyampaikan  pengaduan,  saran,  dan  masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja yang bersangkutan atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja




